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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana terjadinya sengketa 
akibat pelanggaran terhadap hak cipta dan 
bagaimana penyelesaian sengketa akibat 
pelanggaran hak cipta di pengadilan   niaga. 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat 
disimpulkan: 1. Terjadinya sengketa mengenai 
hak cipta karena adanya pelanggaran yang 
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu 
tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan 
tertentu yang mengakibatkan pencipta atau 
pemegang hak cipta dirugikan seperti bentuk 
pelanggaran hak cipta yakni melakukan 
pembajakan yaitu penggandaan ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah 
dan pendistribusian barang hasil penggandaan 
dimaksud secara luas untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi  atau Penggunaan Secara 
Komersial yaitu adalah pemanfaatan Ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan 
untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari 
berbagai sumber atau berbayar. 2. 
Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak 
cipta sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan 
melalui pengadilan. Pengadilan yang 
berwenang adalah Pengadilan Niaga. 
Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga 
tidak berwenang menangani penyelesaian 
sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian 
sengketa di pengadilan niaga tata cara gugatan, 
upaya hukum dan penetapan semnetara 
pengadilan.Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / 
atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya 
yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak 
memperoleh Ganti Rugi.  
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagai HKI (Hak Kekayaan Intelektual) 
maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi 
(ecomomic right) yang merupakan hak khusus 
pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak 
ekonomi adalah hak untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan 
sebagai hak ekonomi kerena HKI termasuk 
sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.  
Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat 
dari penerapan hak eksklusif. Seorang 
pencipta/pemegang hak melakukan 
perbanyakan ciptaan kemudian dijual 
dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan 
materi dari perbanyakan cipta tersebut.3 
Demikian pula dengan memberi izin kepada 
pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak 
dan menjual hasil copyan ciptaan adalah bukan 
bukan semata-mata karena perbuatan 
memberi izin saja melainkan 
pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan 
untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan 
tersebut. Hal ini memang wajar 
pencipta/pemegang hak cipta ikut serta 
mendapat bagian keuntungan, karena pihak 
yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari 
penerimaan izin tersebut.4  
Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan 
sejumlah uang yang diperoleh karena 
pengunaan sendiri HKI atau pengunaan pihak 
lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian 
lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin 
mengunakan hak cipta, juga memperjanjikan 
pembagian keuntungan yang diperoleh perima 
lisensi dengan memberi lisensi. 5  Berbicara 
tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari 
masalah moral karena di dalam hak cipta itu 
sendiri melekat hak moral sepanjang jangka 
waktu perlindungan hak cipta masih ada. 
Masalah moral muncul disebabkan pada 
dasarnya setiap orang mempunyai keharusan 
untuk menghormati atau menghargai karya 
cipta orang lain. Orang lain tidak dapat dengan 
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sesuka hatinya mengambil maupun mengubah 
karya cipta seorang menjadi atas namanya.6  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta Menyatakan dalam Pasal 2 
ayat (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak 
Ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundangundangan yang berlaku. Suatu 
perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran 
hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran 
hak eksklusif pencipta atau pemegang hak 
cipta.7 Berbicara tentang penyelesaian sengketa 
berarti berbicara tentang penegakan hukum. 
Pengakan hukum merupakan jantung 
perlindungan hukum. 8  Penyelesaian sengketa 
HKI di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga 
prosedur, yaitu: 
1. Prosedur administratif; 
2. Prosedur perdata dan alternatif penyelesaian 
sengketa; 
3. Prosedur pidana.9  
Secara garis besar bentuk penyelesaian 
sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:10 
1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi 
(peradilan); 
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non 
litigasi (alternative dispute resolution). 
Terjadinya sengketa akibat pelanggaran 
terhadap hak cipta perlu diselesaikan sesuai 
dengan prosedur hukum yang berlaku untuk 
memberikan jaminan perlindungan hukum dan 
keadilan kepada pencipta dan pemegang hak 
cipta serta hak terkait lainnya. Apabila sengketa 
akibat pelanggaran hak cipta tidak diselesaikan 
secara hukum, maka akan menurunkan 
semangat dan motivasi bagi pencipta untuk 
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terus berkarya dalam menghasilkan ciptaan-
ciptaan yang baru. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1.  Bagaimana terjadinya sengketa akibat 
pelanggaran terhadap hak cipta ? 
2.  Bagaimana penyelesaian sengketa akibat 
pelanggaran hak cipta di pengadilan   
niaga ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penyusunan 
Skripsi ini, yaitu metode penelitian yuridis 
normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum 
yang mencakup bahan hukum primer, yaitu 
peraturan perundang-undangan, di bidang hak 
cipta dan bahan hukum sekunder, yaitu 
literatur dan karya ilmiah hukum yang 
materinya membahas mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan hak cipta dan bahan 
hukum tersier berupa kamus hukum.  
 
PEMBAHASAN 
A. Sengketa Akibat Pelanggaran Terhadap Hak 
Cipta 
Sengketa mengenai hak cipta dapat terjadi 
apabila ada pihak-pihak yang melakukan 
perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, Pasal 112 sampai 
dengan Pasal 120. 
1.  Pasal 112: Setiap Orang yang dengan tanpa 
hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau 
Pasal 52 untuk Penggunaan Secara 
Komersial, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana 
denda paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).11 
Pasal 7 ayat (3) Informasi manajemen Hak 
Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 
informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud pada ayal 2 yang dimiliki Pencipta 
dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. 
Pasal 52: Setiap Orang dilarang merusak, 
memusnahkan, menghilangkan, atau membuat 
tidak berfungsi sarana control teknologi yang 
digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau 
produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta 
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atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan negara, serta sebab 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.  
Pasal 9 ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 
melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan 
Secara Komersial Ciptaan. Pasal 10: Pengelola 
tempat perdagangan dilarang membiarkan 
penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di 
tempat perdagangan yang dikelolanya. 
Pasal 12: 
(1) Setiap Orang dilarang melakukan 
Penggunaan Secara Komersial, 
Penggandaan, Pengumuman, 
Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas 
Potret yang dibuatnya guna kepentingan 
reklame atau periklanan secara komersial 
tanpa persetujuan tertulis dari orang yang 
dipotret atau ahli warisnya. 
(2) Penggunaan Secara Komersial, 
Penggandaan, Pengumuman, 
Pendistribusian, dan/atau Komunikasi 
Potret sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau 
lebih, wajib meminta persetujuan dari 
orang yang ada dalam Potret atau ahli 
warisnya. 
Pasal 25 ayat (3) Setiap Orang dilarang 
melakukan dengan tujuan komersial atas 
Lembaga Penyiaran. Pasal 50: Orang dilarang 
melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau 
Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan 
moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, 
atau pertahanan dan keamanan negara. Pasal 
54: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta 
dan Hak Terkait melalui sarana berbasis 
teknologi informasi, Pemerintah berwenang 
melakukan: 
a. pengawasan terhadap pembuatan dan 
penyebarluasan konten pelanggaran Hak 
Cipta dan Hak Terkait; 
b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai 
pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam 
pencegahan pembuatan dan 
penyebarluasan konten pelanggaran Hak 
Cipta dan Hak Terkait; dan 
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman 
dengan menggunakan media apapun 
terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di 
tempat pertunjukan.12 
Pasal 55:  
(1) Setiap Orang yang mengetahui 
pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak 
Terkait melalui sistem elektronik untuk 
Penggunaan Secara Komersial dapat 
melaporkan kepada Menteri.  
(2) Menteri memverifikasi laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
(3) Dalam ha1 ditemukan bukti yang cukup 
berdasarkan hasil verifikasi laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas 
permintaan pelapor Menteri 
merekomendasikan kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang telekomunikasi dan informatika 
untuk menutup sebagian atau seluruh 
konten yang melanggar Hak Cipta dalam 
sistem elektronik atau menjadikan layanan 
sistem elektronik tidak dapat diakses. 
(4) Dalam hal penutupan situs internet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan secara keseluruhan, dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) Hari 
setelah penutupan Menteri wajib meminta 
penetapan pengadilan. 
Pasal 74 ayat (1) huruf (d) melanggar norma 
agama, norma susila, ketertiban umum, 
pertahanan dan keamanan negara, atau 
peraturan perundang-undangan yang 
penghapusannya dilakukan oleh Menteri. 
Pasal 98: 
(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan 
kepada pihak lain tidak mengurangi hak 
Pencipta atau ahli warisnya untuk 
menggugat setiap Orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak dan tanpa 
persetujuan Pencipta yang melanggar hak 
moral Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1). 
(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan 
kepada pihak lain tidak mengurangi hak 
Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk 
menggugat setiap Orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak dan tanpa 
persetujuan Pelaku Pertunjukan yang 
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melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.13 
Sengketa akibat pelanggaran terhadap hak 
cipta akan terjadi apabila ada pihak-pihak yang 
melakukan perbuatan yang melanggar Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. 
Akibat pelanggaran terhadap hak cipta 
sangat merugikan bagi pencipta dan pemegang 
hak  cipta, karena hak cipta merupakan hak 
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak 
ekonomi. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak 
dilindungi, maka para Pencipta dan dan 
pemegang hak cipta akan kehilangan motivasi 
untuk lebih kreatif membuat karya cipta yang 
baru, padahal hasil ciptaan dapat menunjang 
pertumbuhan ekonomi dan mernberikan 
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 
Diberlakukannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, yang menggantikan  Undang-Undang 
Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta 
diharapkan lebih memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan pencipta, 
pemegang hak cipta, dengan masyarakat  
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap 
hak cipta dapat dicegah dan apabila 
pelanggaran tersebut terjadi, maka sanksi 
hukum dapat diberlakukan bagi pelakunya. 
 
B. Penyelesaian Sengketa Akibat Pelanggaran 
Hak Cipta Di Pengadilan Niaga 
Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris 
conflict yang berarti bentrokan, pertempuran, 
perselisihan dan atau pencederaan, sedangka di 
dalam kamus bahasa Indonesia berarti 
pertentangan.14 Sengketa, yaitu sebuah konflik 
yang berkembang atau berubah menjadi 
sebuah sengketa apabila pihak yang merasa 
dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas 
atau keperihatinannya baik secara tidak 
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langsung kepada pihak yang dianggap sebagai 
penyebab kerugian atau kepada pihak lain.15  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur 
mengenai Penyelesaian Sengketa:  
1. Kewenangan Pengadilan 
Pasal 95: 
(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat 
dilakukan melalui alternatif penyelesaian 
sengketa, arbitrase, atau pengadilan.  
(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana 
dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan 
Niaga. 
(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga 
sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak 
berwenang menangani penyelesaian 
sengketa Hak Cipta. 
(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau 
Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, 
sepanjang para pihak yang bersengketa 
diketahui keberadaannya dan/atau berada 
di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus menempuh terlebih 
dahulu penyelesaian sengketa melalui 
mediasi sebelum melakukan tuntutan 
pidana.16 
Pasal 96:  
(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau 
pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya 
yang mengalami kerugian hak ekonomi 
berhak memperoleh Ganti Rugi.  
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dan dicantumkan 
sekaligus dalam amar putusan pengadilan 
tentang perkara tindak pidana Hak Cipta 
dan/atau Hak Terkait. 
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak 
Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) 
bulan setelah putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
Pasal 97 
(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut 
ketentuan Pasa1 69 ayat (1), pihak lain yang 
berkepentingan dapat mengajukan gugatan 
pembatalan pencatatan Ciptaan dalam 
                                                          
15
Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, 
Bandung, 2008, hal. 433. 
16
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta. 
 




daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan 
Niaga. 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau 
Pemegang Hak Cipta terdaftar. 
Pasal 98:  
(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan 
kepada pihak lain tidak mengurangi hak 
Pencipta atau ahli warisnya untuk 
menggugat setiap Orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak dan tanpa 
persetujuan Pencipta yang melanggar hak 
moral Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1). 
(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku 
Pertunjukan kepada pihak lain tidak 
mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau 
ahli warisnya untuk menggugat setiap 
Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan 
yang melanggar hak moral Pelaku 
Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22.17 
Pasal 99 
(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau 
pemilik Hak Terkait berhak mengajukan 
gugatan ganti rugi kepada Pengadilan 
Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau 
produk Hak Terkait. 
(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa permintaan 
untuk menye rahkan seluruh atau 
sebagian penghasilan yang diperoleh dari 
penyelenggaraan ceramah, pertemuan 
ilmiah, pertunjukan atau pameran karya 
yang merupakan hasil pelanggaran Hak 
Cipta atau produk Hak Terkait . 
(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ), Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat 
memohon putusan provisi atau putusan 
sela kepada Pengadilan Niaga untuk: 
a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan 
Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau 
alat Penggandaan yang digunakan untuk 
menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran 
Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau 
b. menghentikan kegiatan Pengumuman, 
pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 
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Penggandaan Ciptaan yang merupakan 
hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk 
Hak Terkait.18 
 
2. Tata Cara Gugatan 
Tata Cara Gugatan. Pasal 100  
(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta 
diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga 
dalam register perkara pengadilan pada 
tanggal gugatan tersebut didaftarkan. 
(3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan 
tanda terima yang telah ditandatangani 
pada tanggal yang sama dengan tanggal 
pendaftaran. 
(4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan 
permohonangugatan kepada ketua 
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 
2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal 
gugatan didaftarkan. 
(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari 
terhitung sejak gugatan didaftarkan, 
Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. 
(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para 
pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
gugatan didaftarkan. 
Pasal 101:  
(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan 
paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak 
gugatan didaftarkan.  
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dipenuhi, atas persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung jangka waktu tersebut 
dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
Hari. 
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) harus diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum. 
(4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan 
oleh juru sita kepada para pihak paling 
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3. Upaya Hukum 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur 
mengenai Upaya Hukum. Pasal 102: 
(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 
ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. 
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan paling lama 14 
(empat belas) Hari terhitung sejak tanggal 
putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam 
sidang terbuka atau diberitahukan kepada 
para pihak. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 didaftarkan pada Pengadilan Niaga 
yang telah memutus gugatan tersebut 
dengan membayar biaya yang besarannya 
ditetapkan oleh pengadilan. 
(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan 
permohonan kasasi pada tanggal 
permohonan diajukan dan memberikan 
tanda terirna yang telah ditandatanganinya 
kepada pemohon kasasi pada tanggal yang 
sama dengan tanggal pendaftaran. 
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib 
menyampaikan permohonan kasasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
kepada termohon kasasi paling lama 7 
(tujuh) Hari terhitung sejak permohonan 
kasasi didaftarkan.19 
Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah 
tidak ada upaya hukum banding. 
Pasal 103 
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan 
memori kasasi kepada panitera Pengadilan 
Niaga daiam waktu paling lama 14 (empat 
belas) Hari terhitung sejak tanggal 
permohonan kasasi didaftarkan. 
(2) Panitera Pengadilan Niaga wajib 
mengirimkan memori kasasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada termohon 
kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 
Hari terhitung sejak panitera Pengadilan 
Niaga menerima memori kasasi. 
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan 
kontra memori kasasi kepada panitera 
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 
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14 (empat belas) Hari terhitung sejak 
termohon kasasi menerima memori kasasi. 
(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib 
menyampaikan kontra memori kasasi 
kepada pemohon kasasi dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
panitera Pengadilan Niaga menerima 
kontra memori kasasi.  
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib 
mengirimkan berkas perkara kasasi 
kepada Mahkamah Agung dalam waktu 
paling lama I4 (empat belas) Hari terhitung 
sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 
Pasal 104: 
(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari 
terhitung sejak Mahkamah Agung 
menerima permohonan kasasi, Mahkamah 
Agung menetapkan Hari sidang. 
(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling 
lama 90 (Sembilan puluh) Hari terhitung 
sejak tanggal permohonan kasasi diterima 
oleh Mahkamah Agung. 
(3) Panitera Mahkamah Agung wajib 
menyampaikan salinan putusan kasasi 
kepada panitera Pengadilan Niaga paling 
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan 
kasasi diucapkan. 
(4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib 
menyampaikan salinan putusan kasasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada pemohon kasasi dan termohon 
kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 
Hari terhitung sejak panitera Pengadilan 
Niaga menerima putusan kasasi. 
Pasal 105: Hak untuk mengajukan gugatan 
keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta 
dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak 
Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk 
menuntut secara pidana.20  
 
4. Penetapan Sementara Pengadilan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur 
mengenai Penetapan Sementara Pengadilan. 
Pasal 106: Atas permintaan pihak yang merasa 
dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau 
Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat 
mengeluarkan penetapan sementara untuk: 
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a. mencegah masuknya barang yang diduga 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
ke jalur perdagangan; 
b. menarik dari peredaran dan menyita serta 
menyimpan sebagai alat bukti yang 
berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait tersebut; 
c. mengamankan barang bukti dan 
penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau 
mencegah 
d. menghentikan pelanggaran guna mencegah 
kerugian yang lebih besar. 
Penjelasan Pasal 106 huruf (d) Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang 
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, 
sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi 
kewenangan untuk menerbitkan penetapan 
sementara guna mencegah berlanjutnya 
pelanggaran dan masuknya barang yang diduga 
melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur 
perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan 
importasi.21 
Pasal 107 
(1)  Permohonan penetapan sementara 
diajukan secara tertulis oleh Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, 
atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga 
dengan memenuhi persyaratan: 
a. melampirkan bukti kepemilikan Hak 
Cipta atau Hak 
b. melampirkan petunjuk awal terjadinya 
pelanggaran Hak Cipta atau Hak 
Terkait; 
c. melampirkan keterangan yang jelas 
mengenai barang dan/atau dokumen 
yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau 
diamankan untuk keperluan 
pembuktian; 
d. melampirkan pernyataan adanya 
kekhawatiran bahwa pihak yang diduga 
melakukan pelanggaran Hak Cipta atau 
Hak Terkait akan menghilangkan 
barang bukti; dan 
e. membayar jaminan yang besaran 
jumlahnya sebanding dengan nilai 
barang yang akan dikenai penetapan 
sementara. 
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(2) Permohonan penetapan sementara 
pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan 
Niaga di wilayah hukum tempat 
ditemukannya barang yang diduga 
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait.22 
Suatu alat bukti yang akan diajukan ke 
pengadilan merupakan alat bukti yang harus 
relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti 
yang tidak relevan akan membawa risiko dalam 
proses pencarian keadilan, di antaranya, akan 
menimbulkan praduga-praduga yang tidak 
perlu sehingga mebuang-buang waktu, 
penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak 
proporsional karena membesar-besarkan 
masalah yang kecil atau mengecilkan masalah 
yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan 
menyebabkan proses peradilan menjadi tidak 
sesuai lagi dengan asas peradilan yang 
dilakukan sengan cepat, sederhana dan biaya 
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.23  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 108: 
(1) Jika permohonan penetapan sementara 
telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107, panitera 
Pengadilan Niaga mencatat permohonan 
dan wajib menyerahkan permohonan 
penetapan sementara dalam waktu paling 
lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam 
kepada ketua Pengadilan Niaga. 
(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan penetapan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim 
Pengadilan Niaga untuk memeriksa 
permohonan penetapan sementara. 
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari 
terhitung sejak tanggal penunjukkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), 
hakim Pengadilan Niaga memutuskan 
untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan penetapan sementara. 
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(4) Dalam hal permohonan penetapan 
sementara dikabulkan, hakim Pengadilan 
Niaga mengeluarkan penetapan 
sementara pengadilan. 
(5) Penetapan sementara pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberitahukan kepada pihak yang dikenai 
tindakan penetapan sementara pengadilan 
dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali 
dua puluh empat) jam. 
(6) Dalam hal permohonan penetapan 
sementara ditolak, hakim Pengadilan 
Niaga memberitahukan penolakan 
tersebut kepada pemohon penetapan 
sementara dengan disertai alasan. 
Pasal 109:  
(1)  Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan 
penetapan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (a), 
Pengadilan Niaga memanggil pihak yang 
dikenai penetapan sementara dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak tanggal dikeluarkannya penetapan 
sementara untuk dimintai keterangan.  
(2)  Pihak yang dikenai penetapan sementara 
dapat menyampaikan keterangan dan 
bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya panggilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  
(3)  Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
Hari terhitung sejak tanggal 
dikeluarkannya penetapan sementara, 
hakim Pengadilan Niaga memutuskan 
untuk menguatkan atau membatalkan 
penetapan sementara pengadilan.24 
(4)  Dalam hal penetapan sementara 
pengadilan dikuatkan maka: 
a. uang jaminan yang telah dibayarkan 
harus dikembalikan kepada pemohon 
penetapan; 
b. pemohon penetapan dapat 
mengajukan gugatan ganti rugi atas 
pelanggaran Hak Cipta; dan/atau 
c. pemohon dapat melaporkan 
pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat 
penyidik Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia atau pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil. 
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan 
dibatalkan, uang jaminan yang telah 
dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak 
yang dikenai penetapan sementara 
sebagai ganti rugi akibat penetapan 
sementara tersebut. 
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu 
ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi 
karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi 
karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH 
perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH 
perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH 
perdata, sedangkan gangi rugi karena 
perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 
1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan 
kepada orang yang telah menimbulkan 
kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. 
Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, 
bukan karena adanya perjanjian. 25  Menurut 
Kamus Hukum, Perbuatan melanggar hukum: 
perbuatan yang tidak hanya bertentangan 
dengan undang-undang, melainkan juga 
termasuk didalamnya perbuatan yang 
bertentangan dengan moral dan kepatutan 
dalam masyarakat. 26  Perbuatan melawan 
hukum: tiap perbuatan yang melanggar hukum 




1. Terjadinya sengketa mengenai hak cipta 
karena adanya pelanggaran yang dilakukan 
oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tanpa 
hak melakukan perbuatan-perbuatan 
tertentu yang mengakibatkan pencipta atau 
pemegang hak cipta dirugikan seperti 
bentuk pelanggaran hak cipta yakni 
melakukan pembajakan yaitu penggandaan 
ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara 
tidak sah dan pendistribusian barang hasil 
penggandaan dimaksud secara luas untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi  atau 
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Penggunaan Secara Komersial yaitu adalah 
pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dari berbagai sumber 
atau berbayar. 
2.  Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran 
hak cipta sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat 
dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan 
yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. 
Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga 
tidak berwenang menangani penyelesaian 
sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian 
sengketa di pengadilan niaga tata cara 
gugatan, upaya hukum dan penetapan 
semnetara pengadilan.Pencipta, pemegang 
Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait 
atau ahli warisnya yang mengalami 
kerugian hak ekonomi berhak memperoleh 
Ganti Rugi.  
 
B. SARAN 
1.  Untuk mencegah terjadinya sengketa 
mengenai hak cipta diperlukan pengawasan 
yang efektif oleh pihak pemerintah agar 
pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta dapat berjalan dengan baik dan 
tentunya diharapkan pemerintah dapat 
meningkatkan kerjasama dengan 
masyarakat guna melaporkan bentuk-
bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi 
guna dapat diproses secara hukum. 
2.  Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran 
hak cipta di pengadilan niaga selain 
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak 
Terkait dalam bentuk Pembajakan, 
sepanjang para pihak yang bersengketa 
diketahui keberadaannya dan/atau berada 
di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus menempuh terlebih dahulu 
penyelesaian sengketa melalui mediasi 
sebelum melakukan tuntutan pidana. 
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